E‘EGA PAMBEGMA HEJKEJM
DALAM PEMBANGENAN NASE@NAE

Oieh me Dr. Romh Aimasasmxia, 5.H., LL M.~

'Pendahuiﬂaﬂ Y L W
Suatu Lemaju;m ﬂmu pencetahuan termasui ilmu hukum (¢he science of :
- !aw atau legal 5czence) terletak pada sebexapd tinggl atau, rendah nilai akseptasi,

espektasz dan’ kredibilitas ilmu pengetahuan yang dapat dipetik oleh dan di - o

dalam memajul\.an kehidupan suatu masyarakat dalam Kuriin waktu tertentu.
Semakin tinggi ketiga kriteria di atas semakin tinggi nilai keilmuan tersebut
begitupula/sebaliknya. Ada konsekuensi dari tinggi dan rendahnya ketiga
kriteria dari keilmuan tersebut. Semakin tinggi ketiga Kriteria nilai ilmu
pengetahuan tersebut maka semakin tinggi dan mendalam pemahaman manusia
terhadap lingkungannya, semakin rendah ketiga kriteria tersebut maka semakin
rendah-dan menipis pemahaman manusia terthadap lingkungannya, Keadaan
tinggi dan rendahnya pemahaman manusia terhadap lingkungannya merupakarn
hahkat dari ilmu pengetahuan yang berfunGSi menerangkan fenomena sosial
tertentu daiam kehidupan umat manusia.

..Kemga Lriteria ilmu pengetahuan dalam kaitan kehidupan umat manusia
tersebut di ‘atas berlaku sama bagi ilmu hukum sebagai suatu stedi yang
mempelajari, menganalisis dan memahami fenomena sosial bekerjanya hukum
dalam masyarakat baik dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pemelihara
ketertiban maupun dalam fungsi memaksakan sanksinya kepada setiap
pelanggaran hukum. Bekerjanya hukum dalam kehidupan nyata dalam
masyarakat dikuasai'dan dilandaskan pada asas-asas hukum dan norma
atan kaidah. Kedua jantapg hukum ini merupakan perekat terhadap hukum
dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut di atas. Penyalahounaan kekuasaan
atan wewenang dan pelanggaran*hukum merupakan contoh dari rapuhnya
perekat tersebut di atas.

Sejak berabad vang lampau sampai saat ini, ilmu pengetahuan hukum
dikuasai oleh sejarah panjang hukum Romawi dan hukum Yunani bahkan
sejarah panjang hukum islam. Di beberapa negara khususnya di negara

* Makalah disampaikan pada Rapat/Diskusi Pokja Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di
BPHN.
" Gurabesar Fakultas Hukum Usnpad.
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gty berkembang, panvamh hukum adat (lokal) masxh tetap relevan dalam perubahan B
__idan perkembangan hu}\um nasmnal ' -

Perkembanwan ma.syamkat mternasmnaj cialdm abad 010ba115&51 di seluruh e

i -"aSpeI\ kehidupan masyarakai, #érasa penting, mendesak den relevan tnguk

o '_me1notwa31 dan mendorpng menemukan model hukum yang cocok dencan_ -

“';'mlai nilai yang berkemban«r dan dianut dalam masyarakat global di satu';__”"

~sisi, dan di sisi lain, tidak meninggalkan atau menghapuskan sama sekali

“nilai- mlm Tokal (hukum adat) yang positif bagi pembangunan hukum saat

- ini::Upaya peénemuan model hukum penting bagi bangsa Indonesia yanc3__

- ‘'memitiki heterogenitas sosial, budaya dan eeografis serta memiliki sumber..

- daya alam strategis bagi Lehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan'.-
datanff - SRR L

Karya tulis ini mempaLan upaya mencari dan menemukan solusi sememaiaf :
daiam menghadapl tantangan kehidupan sebagai dampak perkembangan soszai -
budaya ekonom pohtzk dan teknoio cri :

i. Mode§ Huhum Pembangunan Generasi I (Mochtar Kusumaatmadja)-

' HuLum m.s;onal (Indonesm} sebagal suatu sistem belum tmbentuk_
‘secara holistik, belum komprehensif dan belum diperkaya nilai-nilai
kehidupan masyarakat adatuntuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat
maju. Usaha untuk menyatakan bahwa telah terdapat suatu sistem hukum
nasional terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum warisan
pemerintah Hindia Belanda yang menganut “Civil Law System’™ sémata-
'mata yang dipaksakan berlakunya di tengah-tengah masyarakat (hukum)
adat. Perubahan terhadap KUHP, pasca kemerdekaan RI, dilakukan
‘antara lain memasukkan Ketentuan mengenai, pembajakan udara dan
larangan ideologi marxisme komunisme. '

_ Hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara yang diajarkan
di fakultas hukum terkemuka di Indonesia (UL, Unpad, UGM, Unair)
dan beberapa fakultas hukumbswasta, masih merujuk padaseferensi-
referensi buku teks yang bersumberkan“padasistem hukum Belanda
yaitu sistern hukum Civil Law. Langkah pemerintah Indonesia untuk
“menasionalisasikan” sistem hukum asing (Belanda) sejak pemberlakuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berdasarkan Undang-Undang
Nomor 73 Tahun 1958 (untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata), dimulai dengan penggantian ketentuan Hukum Acara Pidana

194

Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 2011




. {(HIR) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dengan Undang-Undang
" ‘Nomor '8 Tahun 1981 tentang Knab UnddnU-Undang Hukum Acara

“warisan 'péi‘r'ler.in{ah' Kolonial Belanda, Her Herziene Inlands Reglement -

"_-1_-'P1dana. (balu) Pembaruan huktm acara perdata dan hukum perdata
oyang bmsumber pada “Burgerlijke Wetboek” belum dilakukan secara .
terencana dan sistemafis serta tuntas karena karakteristik hukum perdata . %
. yang kompleks dibandinokan hukum pidana. Upaya pemerintah mengganti =

: ' Kitab UndangsUndang Hukum Pidana (Wetboek van het Strafrecht), = -
- telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun daz& pada tahun 2009 -
- '_'.:.-1eIah chrampuncrkzm penyeiesaiannya .

R Lanﬂkah pembahal uan hukum baik melaim pembentukan perundang-
. '_gn_dan_cran_ maupun melalui harmonisasi - hukum terhadap perkembangan
P baru dalam hukum internasional yang mencakup bidang ekonomi, keuangan,
perdagangan. dan perbankan; ternyata belum memenuhi cita keadilan
dan kepastian hukum yang selalu didengungkan selama proses pendidikan
‘hukum, Di sisi lain, pembaharvan hukum melalul yurisprodensi belum
melembaga di kalangan aparatur hukum termasuk penasihat hukum
*sekalipun secara akademik telah diakui di dalam berbagai forum diskusi.
' “Salah satu kelemahan menonjol dari tidak terpenuhinya cita-cita hukam
tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadia;

< adalah berasal dari sistem pendidikan hukum warisan pendidikan hukem

- Belanda, yaitu hanya mendidik menjadi “tukang™ (craftinanship) saja
- bukan lulusar pendidikan hukum yang mampu menganalisis perubahan-
percbahan dalam masyarakat dan mampu menemukan solusi dari masalaby
_penerapan hukum di dalam masyarakat. Untuk mencapai kemampuan
'anaiiéis tersebut diperlukan perubahan metoda pengajaran ke arah metoda
socrates yang telah berhasil dalam pendidikan hukum berbasis sistem
hukum “CommonmLaw” sejak berabad tahun yang lampaun. Pernbahan
menggunakan metoda,socrates dalam pendidikan hukum di Indonesia
diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu menjadi agen
pembaharuan hukum dalam pembangunan nasional. Metoda seecvates
melahirkan lulusan pendidikan hukum yang ™ memilikikemampuan (ability)
dan kredibilitas (credibiliry) dalam menganalisis masalah hukum dalam
masyarakat yang mencakup aspek-aspek ekonomi, sosiologi, dan politik.
Bahkan harapan Mochtar Kusumaatmadja, sebagai Gurubesar ilmu hukum
vang telah berpengalaman baik nasional maupun internasional; fulusan
pendidikan hukum dapat menerapkan hukum sebagai sarana pembaruan
masyarakat. Pandangan penulis bahwa, cita-cita Mochtar Kusumaatmadja
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o __:_:'_j't€1 sebut ch wtas hanya akm dcs.pat d1capa1 jika lulusan pendidikan hukum . f
; ;sangguhmsur_lvguh memlhkz pemikiran kxitis terhadap ketentuan perundang- i
undangan tidak hanya dari aspek noumalif saja-tetapi juga dari aSpek- .

_aspek non hukum (ﬂmu sosial lamnya)

Pandangan Mochtdz Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan

- '_3:';-.'hukum dalam pembangunan nasional, kemudian dikenal sebaga Modlel %
s ,Hukum Pembangunan diletakkan di atas premismpremls yancr merupakan :

Ctintis aJardn atau pr1n51p, sebacrzu berikut:

perubahan dan hukum berfungsi agar dapat -menjamin bahwa

- -peribahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang

L teratur.menurut Mochiar, dapat dibantu olel perundang-undangan

‘atau keputusan pengadilon atau kombinasi keduanya. Beliau menolak

- perubahan yang tidak remtm dengfnz menggunakan kekerasan
semara-malta. :

28 _Bféik pémbcéhan maupun ketertiban (atau keteraruran) mernpakan

' nij_uan awal dari pada masyarakat yang sedang membangun maka

hutkion menjadi sua sarana (bukan alat) vang tak dapar diabaikan
dalam proses pembangunan

0y

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban
anelalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial )
~harus dapar mengatur (membanm) proses perubahan dalam

masyarakar

4. Hulo yang baik adaleh hukum yang sesuai dengan hukum yang

' hidup (the living law} dalam masyarakat, yang tentunya sesuai
pula atanmerupakan pencerminan daripada nilai-nilai vang berlaku
dalam masvarakat it

5. Implementasi fungsidudum tersebur di atas hanya dapat diwujudkan
Jika hulkum dijalankan oleh. spatu kekuasaan akan tetapi keknasaan
itu sendiri harus berjalan dalam batasrambusrambit yang ditentukan
di dalam hukum i,

Kelima inti ajaran model hukum pembangunan tersebut mencerminkan
bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan,
dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak
pemegang kekuasean melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai {baik)
yang berkembang dalam masyarakat. Model Hukum Pembangunan
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sepenuhnya paadanﬂ.,ln aluan aimlvncal Jurisprudence, bahkan telah
N melangkul”bazh aliran * analvncal]mzspiudence aliran “seciological
e ]urwpmdence “dan’ ahran piczgmarzc legal realism”. Bertolak dari - '
“ketiga aliran teori hukum teisebut -model Hukum Pembancrunan dalam
S pra}xtﬂx, hanya cEapat chlakukan melalm cara pembentu}\an perundang-
g undangan atau meiaiuz Leputusan pen "tdzlan a{azz melalm kedua—duanya

ST Model Hukum Pembanaunan yans telah cimyatalxan %eb&gal Is.ebljakan
Hukum daiam Pembanounan Nasional (GBHN Bab 27 Tahun 1973)
i 'keuln itu pelum termasuk mempernmbancrkfm faktor lainnya SEpem

© . sisteim pohtlk smtem blYGkLaSi dan _prinsip-prinsip “good governance”
. dan tidak sebesar saat ini gaungnya di dalam biroksasi kefika itu, Kenyataan
;yancv terjadi dalam praktik pembangunan hukum (pembentukan hukum
Sdan penemkan hukum) sejak awal orde bary sampai saat inj (orde
reformasi), perkembancrdn mdsyarakat Indonesia betum selesai menjalani
masa transisi, yaitu dari sistem politik otoritarian kepada sistem demokeasi;
-:~dari sistern hukum yang berpola pada “patron-clien: relationship” kepada
sistem hukum yang terbebas dari intervensi kekuasaan dan kepentingan
- kelompok: dari sistem sosial.ekonomi yang mementingkan nepotisme
- dan kolust Kepada sistem ekonomi pasar, profesionalisme, dan berpihak
pada kerakyatan. Keadaan sosial, ekonomi, politik dan hukum yang
berada di persimpangan jalan inidiperkeruh oleh suasana perkembangan
1ntema310na1 di dalam hampir seluroh bidang kehidupan yang meneguhkan
bahwa crlobahSdm abad 21 bukan lan semata-mata sebagai proses atau
sehagai suatu sistem vang harus duaiankan melainkan telah dikukuhkan
sebagai suatnrideologi masyarakat internasional. Globalisasi sebagai
ideologi dilandaskan pada 7 (fajuh) prinsip-prinsip: (1} keunggulan dan
ketahanan pasar (supremacy and infallibiliry of the market); {2) keluasan
kepemilikan dan harta'kekayaan (unlimited right of appropriation and
property); (3) kepentingan swasta melebihi kepentingan publik (primacy
of private interests over the statevand public interests); (4) persaingan
dengan segala risikonya (competition at all costsyyp(Syfleksibilitas tenaga
kerja (labour flexibility); (6) segala sesuatu merupakan komoditas
{everything is commodity); (T) pertumbuhan yang tidak terbatas (infinite

growth}.

Dampak negatif ideologi globalisasi yvang nyata dan telah dirasakan
oleh rakyat di negara berkembang dan negara miskin, adalah semakin
timpangnva kesejahteraan sosial antara masyarakat negara maju
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e (penaekspor terbesar) dan negara berkembang termasui\_ Indonesm atau '
B i;necara m;shm (penglmpm terbesax) :

Kemmpanoan sos1a1 sebagau a}qbat pezl\embancan globahsam dl_ '_

' . ahli hukum Indonesm menoen'u model analisis dan soius; hukum yanc ,
"-;.tepai dan dapat dlkembanvkan dan dipraktikan di Indonesia di masa -
- yang akan dating t;mpa harus "mengkoyak-koyak” pemikiran para penchn r
-;_"'_'Repubﬂ\ Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945.

Apakah model Hukum Pcmbancunau telah dapat men;awab tantangan .

'_._'.pcri\.embanoan Globai sebagaimana telah divraikan di atas, sampai saat

_belum ada evaluasi mendalam terhadap model tersebut. Hal ini

.f.merupakan salah satu tugas utama yang mendesak (sense of urgency)

‘yang harus dﬂaLs_anakaa olely pemerintah bersama kalangan intelektual

hukum; terlebih dengan cepatnya perubahan sistem politik dan sistem

ketatanegaraan yang telah terjadi sejak masa reformasi.

Beberapa fenomena perubahan politik dan kehidupan ketatanegaraan
di Indonesia periu diikuti dan diamati oleh para ahli hukum, bukan
hanya ahli politik karena fenomena-fenomena di bawah ini memberikan
‘pengarull yang besar terhadap kehidupan hukum di.masa mendatang.

' Fenomem—fenomena tersebut adalah:
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e __I{ecenderunoan kuat bahwa secara permanen, sistem ekonomi dan
_ poh_tlk ekonomi Indonesia menganut sistem liberalisme global yang
mepgutamakan kekuatan pasar atau konglomerasi;

*  Sistem pemerintzhan NKRI telah bergeser kepada sistem otonomi
pemeringzhan sekalipun bersifat terbatas, dan tidak tertutup
kemungkinan menganut sistem federalisme di masa yang akan datang;

e - Fenomena keberadaan sistem multi partai yang berdampak terhadap
kinerja dan efektivitasisistem presidensial yang dianut dalam WUD
1945;

»  Ada petunjuk kuat bahwa saat ini sistem pemisahan kekuasaan
eksekutif, legislatif dan judikatif tidak dilaksanakan secara benar
dan konsisten sehingga sangat mempengaruhi proses pembentukan
perundang-undangan dan proses penegakan hukum;

*  Semakin kuatnya peranan dan pengaruh masyarakat sipil (civil society
organization) termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
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. eksekutif, legislatif dan yudikatif.

- Fakta pertumbuhan {growih) ekonomi makeo belum diimbangi dengan

' pemerataan (equity) ke seltiruh ralxyat sehm ga berdampak negatif

terhadap kesejahteraan rakyat.

Keenam fenomena era ;efomlas1 tersebut di atas me:mpak&n tantangan

& -"'_-}:éenus (Séf “Tous challenges) di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia

“barn memdsukl abad Z1. Perubflhan—pembahan yang terjadi dan merupakan

E -'-ﬁkonsel\uenqx dau tumbuhny’a fencimena tersebut di atas memeriukan

“'penataan hukum yang bersifat komprehensif; memenuht seluruh aspek
‘kehidupan masyarakat, dan tidak parsial sebagaimana terjadi pada awal
- era reformasi tahun 1998, '

Pembanvunan hul\um nasmnal masa reformasi saat ini merupakan
' konsekuensi sistem demokrasi yang menuntug fransparansi, akuntabilitas
dan mengedepankan hak asasi manusia serta membuka akses informasi
publik ke dalam birokrasi. Seluruh proses rekonstruksi sosial dan
pengembangan sarana dan prasarana dalam pembangunan selalu
dilaksanakan melalel dan dilasdaskan produk peraturan perundang-
undangan vang beriaku. :

~ Model hukum pembangunan justra datam praktik pembentukan hikum
. dan penegakan hukum masih sering mengalami hambatan-hambatan yaitu
kebiasaan kurang terpuji selama 50 (limapuluh tabun) Indonesia merdeka,
vaitu pengambil kebijakan sering memanfaatkan celah untuk menggunakan
hukum sekedar sebagai alat (mekanis) dengan tujuan memperkuat dan
mendahulukan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan dan manfaat
bagi masyarakat seluas-luasnya, seperti perampasan hak masyarakat
adat atas tanah untak tujuan pembangunan gedung pemerintah dan jalan
raya; begitupula perampasan hak ekenomi dan sosial rakyat, seperti
pemberian jaminan kesehatanmasyarakat (Jamkesmas) yang belum merata,
dan hak golongan pengusaha menengah dan kecil dikesampingkan'elch
kekuatan konglomerasi dengan praktik monepolissecara terang-terangan
atau terselubung.

Hambatan lain berasal dari pendidikan hukum di Indonesia yang
masih merupakan bagian dari masalah sebagaimana telah disampaikan
Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar Kusumnaatmadija mengemukakan, bahwa
model hukum pernbangunan masih mengalami hambatan-hambatan yaiw
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(1) sukarnya menentukan tujuan daripada perkembangan hulkum
: (pémbaruan)‘ (2) sedikimya data empiris yang dapat digunakan untuk
o :'_Inenoadnﬁ\an suatu analisis deskriptif-dan prediktif-daa (3) sukarnya -
" ‘mengadakan ukuran. yang_objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya
o :'usaha pembaruan hukuyi, '

Dampak negatif lain penggunaan hukum sebagat alat (rools), telah

" mengalkibarkan kondisi perataan kehidupan masyarakat Indonesia melalui

' L hukum . telbuku masih jauh dari cita-cita pendiri Republik Indonesia
B ':sebdcmmana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Kondisi inilah

' _'_knanyd yang meneguhkan kekhawatiran silap Satjitpo Rahardjo, dengan
iuenoutip Podgorecki dan Olati, bahwa hukum senyatanya bukan lagi

sebagal sarana pembaruan masyarakat tetapl telah berubah menjadi
“dark-engineering”. Jika kondisi proses “dark-engineering” oleh pemegang

“kekuasaan dibiarkan berjalan tanpa pengegahan, akan menimbulkan

skeplisme sosial (societies sceptical), prasangka sosial (societies prejudice),

‘dan resistensi sosial, (societies resistant) terhadap keberhasilan fungsi

“dan pemnan hukum sebagai sarana pembaruan masydral\d{

Perkembangan hukum pasca reformasi (1998) lebih kompleks, karena
tuntutan reformasi dalam bidang pelitik, hukum, sosial dan ckonomi

‘yang dilaksanakan pada awal tahun 1998 terbukti sangat cepat, tanpa

melalui masa transisi yang memadat, untuk mengendapkan dan mendalami
esenlsi reformasi kehidupan Ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia
ketika itu. Tuntutan reformasi ketika itu “bak air bah” yang ditumpahlkan
dari langit tanpa ada kesempatan masyarakat termasuk para ahli
menyediagkan payung yang cukup untuk menjaga ekses-ekses reformasi

-~ yang mertigikan kepentingan sosial, ekonomi, hukum dan politik dalam
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masyarakat, termasuk tuntutan dan tekanan-tekanan internasional sepert
IMF, Bank Dunia dan Masyarakat Uni Eropa. Sedangkan reformasi
yang telah merupakan, Ketetapan MPR Rl ketika itu belwn dapat dijalankan
dengan tuntas.

Dalam kondisi tersebut di ataSpsmasyarakat-Indofesia, termasuk
para Ahli hukum dan Ahli ekonomi; mengalami kondisi anomali mengenat
arah dan cita era reformasi karena yang dipentingkan ketika itu adalah
reformasi yang bersifat ad-hoc dan reaksional baik di bidang politik,
ekonomi, keuangan dan perdagangan. Kondisi anomali tersebut berdampak
pada reformasi ¢i bidang hukum yang telah terlanjur didaulat dalam
UUD sebagai “the gatekeeper” dari pembangunan sosial, ekonomi, politik,
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““keuangan dan perdagangan. Kondisi anomal: di atas, diperberat dengan
i tekanan-tekanan:sosial (societies pressures) yang menghendaki perubahan

“ioseketika: dencan cara pandang keliru mengenai hakikat reformasi, yang

:-chtex jemahkannya: sebagai era keterbukaan tanpa batas dengan tuntutan

B __:be151fat “pemaksaan kehendak” sehingga memunculkan bentuk bara “Grani

7_:}_Il‘l'l}’011t:l$“ di:dalam, l\eindupan bangsa Indonesia.

“Dalam konteks Londlsl sebqoazmana diuraikan di atas sangat jelas
- bd.hw.z ada perbedaan yang Swmﬁkdn antara pembangunan hukum era
- tahun 1970-an dan di era tahun 1980-an sehingga diperlukan evaluasi
-'_menciasar yang saya sebut reorientasi pembanguman hukum.

©Reotientasi ini meliputi, Perfama, masalah reakenalisasi sistem hukum
“yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal {hukum adat) ke
-~ dalam/sistem hukum nasional dan juga terhadap hukem lain yang bersumber
pada perianjian internasional yang telah diakui.

~ Kedua. masalah penataan kelembagaan aparatur hulum yang masih

- mengedepankan egoisme sektoral, miskomanikasi dan miskoordinasi antar
lembaga penegak hukum. Semua itu disebabkan miskinnya pemahaman
aparatur hukum mengenai prinsip “good governance”; “due pracess of
law”; “‘praduga tak bersalah’; dan “rhe right to counsel’.

Ketiga, masalah pemberdayaan masyarakat secara khusus yang
menitikberatkan pada partisipasi publik dalam pembangunan dan akses
informasi publik terhadap kinerja birokrasi. Kedua inti dari pemberdayaan
masyarakatini dapat dimasukkan sebagai “budaya hukum™ karena tanpa
kedua inti pemberdayaan ini, hukum tidak akan dipahami secara benar
atan dipahami tetapi tidak ditempatkan pada tempat yang selayaknya
dalam konteks persepsi dan pandangan masyarakat. Hal initelah terjadi
ketika publik telah menafsirkan secara kurang tepat mengenalr asas
praduga tak bersalah yangwdisubstitusi dengan asas praduga bersalal
(preswmption of guilr), ketika pejabat pemeriatah melakukan Kesalaban;
di sisi lain, mengakui pentingnya asas pradugatakbersalah { presumption
of innocence) sepenuhnya, ketika rakyat kecil telah melakukan kesalahan
yang sama; bandingkan kasus Misnah (pencurian dua biji kopi) dan
kasus Burhanudin Abduilah, mantan Gubernur Bl Persepsi publik
sedemikian dari sudut kepastian hukum, telah melzhirkan bentuk anarkisme
baru yang menimbulkan ekses pemaksaan kehendak rakyat dan
mengabaikan sistem hukum yang berlaku. '

]
s
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Keempaf mdsalah pembezdayaan birckrasi atau yang saya sebut

bmeucmnc engmeermg " (BE) dalam konteks fungsi dan peranan hukum
dalam pembangunan Dalam sistem peémerintahan di Indonesia, masalah
i pembe:ddyaan birokrasi jni'menempati posisi yang sangat strategisidan .
“menentukan keberhasilan pembangunan nasional karena masih merupalcan

titik lemah yangdkrusial. Model hukum BE diharapkan dapat mengisi

- kelemahan medel hukum sebagat sarana pembaharuan masyarakat yang
_menaedepankan pezanan hukum daripada peran birokrasi.

Pendekﬁtan BE mengutamahzm konsep “pangtan” dan “kepemimpinan”
entuk mewujudkaﬁ konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakag
karena konsep tersebut dapat menciptakan persamaan persepsi dan sikap

‘yang sama antara elemen birokrasi dan elemen masyarakat ke dalam
~suatu wadah yang satu yang saya sebuty “Bureucratic and Social
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Engineering” (BSE). Model BSE sebagai inti pembangunan hukum nasional

pasca retormasi harus diartikan, bahwa penvelenggara birokrasi

memberikan dan melaksanakan keteladanan sesuai dengan tuntutan hukum
vang berlaku dan dibarapkan dapat memotivasi masyarakat mematuhi
dan mengikuti langkah kepatuhan birokrasi tersebut. Pendekatan BSE
int saya pandang sebagai model pembangunan hukum generasi I (1980)
sebagai revisi atas konsep model hukum pembangunan generasi I (1970).

Konsep pendekatan model BSE dalam pembangunan hukum nasional
hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika penyelenggara birokrasi
dan setiap warga negara, telah memahami fungsi dan peranan serta
posisi hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang
harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang
sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum
dan pejabat publik;

2. Hukum bukan hanya diakui sebagal sarana'pembaharuan masyarakat

semata-mata akan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi;

3. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata
kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus
dilihat dari kaca mata kepentingan pemangku kepentingan
(stakeholder), dan kepentingan korban-korban (victims);
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4 Funfrs; hukum dalam kondisi masyzuakat yang rentan (vulnerable) -
. dan peralihan (fransisional) tidak dapat dilaksanakan secara optimal -
. hanya menggunakan pendekatan preventif dan represifsemata-mata
 melainkan juga diperlukan’pendekatan restoratif dan rehabilitatif;

. .dalam pembangunan nasional maka hukum tidak semata-mata
. dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus

dipandapg sebagaj Sarana untuk mengubah sikap dan cara berpikir
j'_(m_._.g'nds_er) dan perdaku (behavior) anggota masyarakat dan birokrasi.

. Revisi terhadap model hukum pembangunan di atas sekaligus
L _mewpakan kritik terhadap RPJM tahun 2009-2014 dalam pembangunan

.- bidang hukum yang telah menetapkan sasaran pembangunan pada tiga

.aspek yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum; ketiga
raspek berasal dari pendapat Lawrence Friedmann mengenai lingkup
pengertian sistern hukum. Kritik model pembangunan hukum generasi
I terhadap pendapat Friedmann karena Fricdmann mengabaikan peranan
- ."st'rat_egis birokrasi khususnya aparatur penegak hukum di dalam konteks
_ 's_i‘ste_m_' pemerintahan di Indopesia. Sepatutnya jika pendapat Friedmann
_dikoreksi dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia sehingea
. Sistem Hukum Indonesia (5HI) meliputi, substansi hukum (legail
- substanice), straktur hokum (legal structure), budaya hukum flegal culture)
dan aparatur hukum (legal appararur).

. Dalam konteks proses bekerjanya hukum di' dalam masyarakat
- Indonesia, " Friedmann tidak menjelaskan hubungan logis dan saling
pengaruh antara ketiga unsur tersebut sehingga ketiga unsur tersebut
tidak serta merta dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan
pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pandangan Friedmann selain
‘kurang memadai bagi pembangunan hukum pasional juga belum dapat
menjawab kesulitan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja mengenai
kesulitan untuk menentukan keberhasitan fungsi dan perananukum di
dalam pembangunan nasional.

Selain pandangan Mochtar Kusumaatmadja mengenai bagaimana
hukum seharusnya diperankan di dalam menata kembali pembangunan
nasional, Satjipto Rahardjo (alm), Gurubesar Universitas Diponegoro,
telah menyampaikan pandangannya yang dikenal dengan mode! Hukum
Progresif yang diuraikan di bawah ini.
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Trl e

M@de§ ﬁuimm Preﬁi‘@.‘ﬁf (Satﬁpm Rahardjo, alm)

Ahh huk@zfﬂ fain, Satjxpte Rahardjo (almarhum) telah menggagas

- o _model nkum lais, yancv dmama}qzm Hukum ngreSif yang akan d;uzalkan S
:--:.'_dz bawah ini. ' '

“Gagasan konscpinodel hukim progresif dari (alm) Satjipto Rahardjo :

: -berawal dari kegelisahannya bahwa setelah 60 tahun usia Negara Hukum,
:'f.telbuktz tidake kanjung mewwnjud suatn kehidupan hukum yang lebih
L baﬂ\, denﬁran }\epuhatmdnnya ia berkata:

“Saya mezasalxmz suati }Legehsahan sesudah merenungkan lebin

- dari enam pulul 1ohun usia Negara Hukum Republik Indonesia,

Berbagal rencana nasional telah dibuar untuk mengembangkan

- phakum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil vang

- L memuaskan, bahkan grafik menunjukkai tren yang menurun. Orang

idak berbicara tentaing kehidupan hukwm vang makin bersump
melainkan sebalitnya, kehidupan hukum yang makin suram”.

‘Bertolak dari kenyataan pahit miengenai kehidupan dan peranan
hukum yang ia konstatir maka muncuflah keinginan untuk kembali kepada
tundamental hukum di negeri ini. Bahkan elmarhum memikirkan tentang

- kemungkinan adanya kekeliruan atau kekurangtepatan dalam memahami
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(understanding) fundamental hukum tersebut sehingea almarhum
menegaskan adanya perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada
yang benar.

Inti dari peroyataan Satjipto Rahardjo di atas adalah, bahwa huloam
dalam kenyataan sesungguhnya merupakan perilaku yang dicontohkannya
dengan kasws Millie Simpson dan kisah sepucuk surat orang lepang
kepada sesama kawan bisnisnya orang Indonesia.

Pandangan Model Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo (alm),
merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (sembilan)
pokok pikiran sebagai berikiits

1. Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechisdogmatick
dan berbagi paham atau aliran seperti legal realism, freierechtlehre,
sociological jurisprudence, interressenjurisprudenz di Jerman, teori
hukum alam, dan critical legal studies.

h

Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja
melalui institusi-institusi kenegaraan.
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- _.Hukum pieﬂlesﬁ dl[Lljul\ﬂn unt;si\ melmdunﬁx rakyat menuju kepada
:..!'ui{,dl hukum.

: j'Hukum menolak Status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum
:_sebaﬂ'az teknologi yzmrr tidak ber nurani, melainkan suatu institusi
'__'-yan(T bermoral.:: :

- 'Hukum adalah statu mstltus; yanﬂ bertujudn mengantarkan manusia
_--Lepada Lehldupan yang ad;l SdehtCiﬂ dan membuat manusia bahagia,

: ___.__;:Hulxum progresit’ adalah, “hu}\vm yang pro rakyat”™ dan “hukum
.0 yang pro keadilan”.

L 13'7. “Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “hukunr adalah unnd
coomanmsta” bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka
o hukum tidak ada untuk dirtnya sendiri, melainkan unik sesuatu

vang lebili luas dan lebih besar, Maka sewtap kali ada masalal
. dalem dan dengan hukwm, hikumiah yang ditinjan don diperbaiki

" serta bukan manusia yang dipaksakan unnik dimasukan ke dalam

sistem hokum.

8. Hukum bukan merupakan suatua institusi yang absolut dan final
melainkan sangat berganteng pada bagaimana manusia melibat dap
menggunakannya. Manusialah vang merupakan penentu .

9. THukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi {law as «
process, law in the making).

" Kesembilan pokok pemikiran moedel-Hukum Progresif di atas, jika
dibandingkan dengan kelima pokok pemikiran model Hukum
‘Pembangunan, tampak persamaan dan perbedaannya.

Kedua model hukum tersebut tidak berhenti pada hukum sebagai
sistem norma {system of norms) yang hanya bersandar pada “rules and
logic” sata melainkan juga hukum sebagal sistem perilaku, Kesamaan
pandangan keduwanya adalah terfetak pada fungsi dan peranan_hukam
dalam bekerjanya hukum dihubungkan dengan™pendidikan hukum. Kedua
model hukum tersebut berbeda pada tolak pangkal pemikirannya. Moch:ar
Kusumaatmadja, beranjak dari bagaimana memfungsikan hukum dalam
proses pembangunan nasional sedangkan almarhum Satjipto Rahardjo,
beranjak dari kenyataan dan pengalaman tidak bekerjanya hukum sebagat
suatu sistem perilaku. Perbedaan kedua. Mochtar Kusumaatmadja,
menegaskan bahwa kepastian hulum dalam artd keteraturan masih harus

[
o]
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_dipertahankan sebagai pintu masuk menuju ke arah kepastian hukum
© dan keadilan, sedangkan almarhum Satjipto Rahardjo, demi kepentingan -

- manusia; maka hulkum tidak dapatmémaksakan ketertiban kepada manusia,

- “sebaliknya hukum yang hamis ditinjan kembali, dan menambahkan, bahwa -
hukum untuk manusia bukan sebaliknya, dan hukum dijalankan dengan
. nurani. Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja, menegaskan bahwa
. bekerjanya hukum di dalam masyarakat tergantung dari sejah manakah -

' “hukum telah sesuai dengun perkembangan nilai baik yang hidup dalam
- masyarakat, Perbedaan ketiga, bagi Mochtar Kusumaatmadja, hukum

seyogianya diperankan sebagal sarana (bukan alal) pembaruan masyarakat

(lawtas a tool of social engineering) akan tetapi almarhum Satjipto

« Rahardijo, menegaskan bzhwa model pemeranan hukum sedemikian
- dikhawatirkan menghasilkan “dark engineering” jika tidak disertai. dengan
~hati nerani (manusianya) penegak hukumnya.

06

Secara teoritik model Hulkum Pembangunan dap model Hukum
Progresit mendasarkan pada teori hukum yang sama vaitu “pragmaric
legal realisny” (Roscoe Pound) dan “socielogical jurisprudence” (Eugen
Ehrlich). Namun mode! FHulkum Progresif diperkuat dengan pengaruh
aliran stadi hukam kritis (eritical legal studies) yang cenderung apriori
terhadap segala keadaan, dan bersikap “anti-foundationalisni’”. Model
hulcum ini tidak mevakini keberhasilan aliran “analytical jurisprudence”
(Austin) di dalam penegakan hulcum.

Medel Hukum Pembangunan tidak meninggalkan pandangan aliran
“analytical jurisprudence” (Austin), namun dikombinasikan dengan
pandangan Pound dan Erlich sehingga model hukum pembangunan
memandang Ketiga aliran teori hukum tersebut bukan masalah vang
harus dipertentangkan satu sama iain, melainkan ketiga aliran teori
hukum tersebut saling'melengkapi di dalam proses pembaharuan hukam
dalam masyarakat. Model Hukum Pembangunan berangzapan bahwa
sampal saat ini, cara pembaharuan hikumgpbaik-melaliit pembentukan
undang-undang maupun dalam pembangunan hukum nasional.

Pandangan Model Hukum Progresif tidak secara spesifik membahas
pembaharuan hukum sehingga sampai saat ini tidak jelas arah tujuan
pembaharuan hukum yang hendak dicapai melalni model hukum progresif
kecuali asumsi dasar yang dibangun sebagaimana diuraikan sebagai
berikut:
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- “Hukum adalah untuk manusia, maka hukum bukan untuk dirinye

sendiri, melainkan untuk sesuatn yang lebih luas dan lebih besar; -
"_senap kali ada masalah dalam dandengan hulun, hukiinlah yang *

o - ditinjau. dan dzpeibmkz bukan manusza yang dipaksakan il - .

S "dmzasukkan ke dalam szstem Izukum

}Asumsx dasapdini. bena; pada saju sisi karena tujuan akhir darji

-.-:keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan
.+ :masyarakat yang tertib, teratur dan berkeadilan. Namun demikian darj g
~sisi lain, fidak dapat dipisabkan secara. tegas antara faktor manusia

. penegak hukum termasuk hakim, dan hukum yang seharusnya mereka
-+ jelankan dalam praktik. Jika ada masalah dengan hukum maka yang
o harus sdiselaraskan adalah reformasi substansi hukum dan reformasi

‘perilaku para penegak hukumnya, Di dalam sistem pemerintahan dan

e pene gaican hukum yang koruptif {corrupr behavior system of governance);

kedaanya bersifat condition sine qua non, dan bukan conditio gum qua

L0,

_ Reformam birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan sikap men-
tal dari penyelenccara negara dari sikap mental malas, tidak inovatif

~dan koruptif serta egoisme sektoral, kepada sikap mental berintegritas

dan profesional dan harmonisasi multi sektoral. Kontra pemikiran terhadap

- bagian mana yang harus diperbaili di atas mencerminkan bahwa, hukum

bukan sesuatu yang harus dianggap netral dari nilai-nilai politik dan
kepentingan apalagi bebas dari nilai sosial dan kesusilaan. Semua nilai-

- nilat tersebut hanya melekat pada aktor yang disebut manusianya, terlepas

dari sisi positif dan negatif manusia itu sendiri.

Mode! Hukum Integratif

Bertolak dari pandangan kedua Gurubesar Hukum Indonesia di
atas dapat disimpulkan bahwapkarakter hukum, adalah meropakan sisfermn
norme {system of noims) dan sebagal sistemeperilalis {systems of behavior),
Saya lengkapi, bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan
sebagai sistern nilai (system of values). Ketiga hakikat hukum tersebut
merupakan satu kesatuan pemikiran yang cecok bagi masyarakat Indonesia
mentasuki abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari
sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai
(values) moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum dalam satu wadah
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W pcm1kzrdn saya sebut, “zrzparme character of model law as a Soczal
: _and Bureucratic Engmeerma (SBE}”.

Hukum sebaom sistem nilai sanoat pemmcy dan tetap relevan dalam

b "proses pembabaman masyarakat saat ini di tengah-tengah berkembanonya
- ideologi globalisasiiPandangan mengenai sistem nilai tersebut relevan
denvan panddnoan aliran ‘sejarah hukum (Von Savigny) vang telah
.'meneﬂaskdn bahwa hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (volkgeist);
. dan’ dalam/arti negatif, hukum selalu tertinggal dari perkembangan
.-masyamkat Pandangan Savigny harus diartikan bahwa akseptabilitas
+ dan-kredibilitas hukum di Indonesia terletak pada sejauh mana nilai-

nilai yang terkandung dalam hukum telah sejalan dan sesuai dengan

- Pancasila yang telah didaulat sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila

sebagai jiwa bangsa Indonesia dan merupakan nilai fundamental

- (fundamenial values), menghormati berbagai pandangan atau nilai-nilai

yang bersifat heterogen, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa
Indonesia sejak dulu. Karakter Pancasila, yang memegang paham, “berbeda-
beda dalam satu kesatuan™ ini, berbeda dengan tujuan slobalisasi vang
telah ferobsesi untuk membentuk satu kesatuan pemikiran dan sikap
dalam wadah satu dunia (ene world) tanpa mempertimbangkan perbedaan-
perbedaan. termasuk di dalam bidang hukum (homageniias Ak

Di dalam era globalisasi'saat ini tampak bahwa ckses kapitalisme
telah berbuah materialisme dan kini telah mensuasai kehidupan masyarakat
Indonesia. Contoh nyata dari sisi negatif dari paham materialisme ini
tampak dati kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha
tanpa peduli terhadap nasib pebisnis kecil dan menengah baik pada
level domestik,maupun pada level transaksi bisnis internasional: Persoalan
yang sama juga terjadi pada lapisan birokrasi terutama penyelengeara
negara di mana korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin merajalela.

Revitalisasi Pancasila sebagai sistem nilai tertingei di datam bangunan
piramida sistem hukum di Indonesia sari@atmendesak-dan penting mengingat
perkembangan ekses liberalisme dan kapitalisme yang semakin menguat
dan berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Penguatan
ini seakan telah mempertuhankan kebendaan yang jauh dari nilai-nilai
agamis. Dampak ideologi globalisasi di bidang hukum telah lama
menimbulkan ketimpangan hukum yang lebih berpihak kepada kelompok
yang kuat secara ekonomi daripada kelompok yang lemah, hukum telah
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2 ':*--.texlan_}ur d1p'1hann sebaoau sumbel sengketa dan sekaligns sebagai solusi e

.. dari sencketa

| pandangan yang be1beda~beda Solusi ter sebut relevan dengan pendapat

Mochtar Kusumaatmadja, yang merujuk pandangan Engen Ehrlich, pemuka 3
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i 'ahran “Sociological Jurisprudence”, -dengan mengatakan: “.. yang

o -menampakkan suaty kesezmbangan antara keinginan untuk mengaa’akan o
: 'éf;*‘-pembahaman hukum melalui perundang-undongan di satu pihak, dan -

v kesadaran’bahwa. dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikon
”-'--'_nzlm mla: dan Aenyaman yang hidup ‘dalam masyarakat”.

e Pendapat Mochtar tersebut mempakan solusi yang adil dalam

) "_"memandang konfhk pandancan aliran sejarah hukum dan aliran

. 5"; ‘sociological Jurisprudence”, dalam konteks pembangunan hukum di

:'Indonesm Solusi hukum yang ditawarkan Mochtar Kuswmaatmadja telah
'_'__d1cantumkan sebagai arah pembangunan hukum nasional sebagaimana

terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab 27, dan telah

~ berhasil menﬂakomodas; heterooemtas etnis, kultur dan geografis dari
_Sabang sampal Papua '

-Premisa Savigny mengenai “Volkgezsf” dalam konteks heterogenitas
5051ai, kultural dan geografis di dalam NKRI terdapat pada Pancasila
sebagai ideclogi dan alat pemersatu bangsa Indonesia sekalipun tidak

“lekang tethadap pengaruh perkembangan masyarakat iniernasional dewasa
ini. Yang penting di dalam menyikapi berbagai aliran/paham di atas,
adalah bagaimana upaya pemerintah, didukung akademisi hukum,
me_ﬁdeka_tkan proses legislasi kepada kenyataan perkembangan nilai-

 nilai Pancasila. Nilai-pilai Pancasila harus diwujudkan dalam sistem

_norma (sysiem of norms) dari suatu produk legislasi, dan sistem perilaku
(systent of behavior) dari‘aparatur hukum dan masyarakat. Kedua sistem
ini, sebagai “derivative valuwe”, harus merupakan karakier yang
“berhubungan erat satu sama lain dan memberikanisisterhadap setiap
produk legislasi sehingga merupakan satu bangunan piramida sistem
hukum. Keterkaitan sistem nilat, sistem norma dan sistem perilaku tersebut
dijelaskan sebagai berikut:

“Hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan “norms and
logics” (Austin dan Kelsen) kehilangan arti dan makna dalam
kenyataan kehidupan masyarakar jika tidak berhasil diwujudkan
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i sdalam sistem perilaku masyarakar dan birokrasi yang sama-samq
- taat hukum. Sebaliknya hukum yang hanya dipandang sebagai
'_-.Slsrem norma dan sistem peyilaku-saja, don digunakan 5ebagaz_
Smesin. bnokmsz ‘akan kehilangan Rok- -nya jika mengabaikan -

A sistem m!cu vang be;smnber pada Pancasila sebagaz puncak mlm
: l\esuszlaau dalam Re:’udupan be;bangm dan bemegam

- Bexdasaxkan Premlsa di- atas, bangunan piramida sistem hukum

'_-hazus dapat’ menjadl wadah relasi interaksionis dan relasi hirarkhis

ketiga sistem nilai tersebut. ~Relasi interaksionis dan relasi hirarkhis

“merupakan relasi simetris (symmetrical relations hip) atau relasi yang
: pak lasi simeiris (sy trical relationship) atau relasi yang

beraturan vang mencerminkan - kemajuan peradaban umat manusia untuk

... mengapai cita keadilan yang berkelanjutan dengan kepastian hukum.
~Relasi tersebut di atas jauh dari sifat asimetris hukum (asymmetrical

"felarzonsh:p) karena bagi kaum yang beriman, sifat relasi asimetris

' bertentangan dengan hukum alam dan sejarah perkembangan umat manusia
_:..-sebacrcunﬂna dituliskan dalam berbagai Kitab Suci termasuk Al Quranul
. Karim. PGIBIl\iI‘ElH asimetris tentang hukum yang dilandaskan kepada

cizaorzc theory”, bertentangan dengan wahyu Allah swt., di dalam

Kitab Suci Alquran yang mcneranc}{cm bahwa seluruh jagat raya beserta

isinya diciptakan dalam keadaan beraturan bukan sebaliknya, termasuk

hukum, sebagai sqlah satn karya c1pta manusia di dalam mengatur

- kemdupamlya

Hritilo atas Teor: Chaotic Hukam sebagal wujud pemikiran dekonstruksi
hukum '

Teori “chaonc hukum tidak mengakui pemikiran manusia yane
teratur dalam nalar keilmuannya schingga dapat dikatakan teori ini

'_'t1ciai\ mencakm pula hukum sebagai produk keilmuan vang bergerak
dari kendaktemtulan kepada keteraturan yang telah diakul sepanjang

sejarzh umat manusia. Petiolakan terhadap eksistensi keteraturan i dalém

_setiap hukum sebag_a_l hasi! pemikiran manusia melalui suatwkekuasaan

telah memberikan inspirasi terhadap Willlam Stampford untuk
menghasiikan karya tentang Hukum yang Tidak Beraturan (The Disorder
of Law). Pemikiran tentang “Chaotic hukum”, dan “Hukum yang tidak
beraturan” menegaskan bahwa setiap produk legislasi melekat padanya

‘nilai (kepentingan) kekuasaan (authoritative value) sehingga dipandang

tidak memiliki legitimasi sosial sama sekali karena kekuasaan itu sendiri
hakikatnya adalah pemaksaan apa yang dinilai benar oleh kekuasaan
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:...}/’ang harus diterima apa adanya oleh setiap orang yang berada di bawah -

kekuasaannya. Kebenaran Hukum tidak terletak pada kekuasaan yang

; 3 '-méla_hirkannya melainkan pada ketidakbenaran (ketidakabsahan) keluasaan
. ‘itn sendirt.

e i ‘Pertanyaan mendasar terhadap penolakan simetrikal hukum yang

- bersumber pada teord “Chaotic hukum?”, adalah, masih adakah kekuasaan =

-+ 1ain selain badanlegisiatif yang memiliki legitimasi membentuk hukum
-i(baca UU) sehingga dapat mengatasi ketidakteraturan hukum dengan
. hukam-yang tidak awthoritarive. Pemikiran Chaotisme hukum justru

~*» mencerminkan pemikiran yang bersifat “chaotic” karena pemikiran ini
- +hanya beranjak dari ketidakpercayaan semata-mata (absolute distrusr)

terhadap “das sollen” yang diharapkan masyarakat. Sedangkan pemikiran

- (nalar) yang tepat di dalam mengamati perkembangan masyarakat dari

selurth aspek kehidupan seharusnya didasarkan pada “[das] sollen-{das]
 sein-{das] sollen” sehingga diperoleh objektivitas atas objek yang diamati.
_ Kekeliruan kedua dari pemikiran “chaotisme hukum” adatah, pemikiran
ini hanya menghasilkan masalah tetapi tidak memberikan solusi dari
~ masalah yang telah dikemukakannya kecuali membenarkan kesalahan
‘pemikiran simetrikal tentang hukum, dan selalu membenarkan apa yang
diprasangkakannya (asimetrikal hukum) terhadap upaya manusia melaluf
hukum untuk mencapai keteraturan, ketertiban, kepastian hukum dan
keadilan bagi kehidupannya. Kekeliruan ketiga, pemikiran chaotisme
hukum, telah menciptakan masalah hukum (bara) di tengah masalah
‘hukum lama sehingga menciptakan masalah hukum tiada berujung
(unending legal problems) sehingga manfaat praktisnya, dapat dikatakan,
nihil; kecuali mantaat teoritikal semata-mata sebagaimana telah berkembang
di negara asalnya, Jerman, kemudian menyebar ke Perancis dan kini di
beberapa perguroan tinggi di Amerika Serikat.

Menghadapi pemikiran tentang Chaotic hukum yang melahirkan
teori dekonstruksi hukum vang dikembangkan oleh Dervida, Cotterzeil,
mengemukakan pandangan bahwamsemua aliran teori hukem sejak
positivisme hukum sampai kepada teori dekonstruksi hukum, harus dikritisi
secara objekuf karena setiap aliran teori hukum merupakan hasil analisis
terhadap aliran teori hukum lainnya. Tidak ada satu teori hukum vang
dapat memberikan jawaban yang memuaskan tentang apa yang menjadi
tujuan hukum dar bagaimana seharusnya isi hukum agar dapat menjelaskan
fenomena sosial tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penulis
sependapat dengan Cotterrell akan tetapi lebih tepat jika dikatakan
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. babwa perkembangan aliran teori hukum bersifat partikularistik sesuai

+:.-dengan perkembangan masyarakat setempat, perbedaan etnis, budaya,

- dan kondisi -geografis di mana aliran-teori Fukim urditemukan dan
-dikembangkan.

. hukum yang “auioritative”. dan terstruktur: bahkan Cotterrell setuju

. Cotterrell tidak sependapat dengan Derrida yang telah menolak sifat

... atas pemikirandeori dekonstruksi sepanjang tidak menghancurkag nilaj-

- nilai teori hukum normatif (normarive legal theory) sebagai suatu banﬂuném

- -sistem hukum: Namun demikian ia lebih setuju jika dilakukan pemetaan

- hukum dan struktur hukum. Selain itu Cotterrel} mengatakan perlu ada
--penjelasan mengenai karakteristik penafsiran hukum dan mempersoalkan
bagaimana hukum dapat dianalisis dari sudut etika dan moral secara
- bebas. Cotterrell kemudian memberikan catatan bagaimana seharusnya
. mengkritisi teori hukum, antara lain, dikatakan sebagai berikut:

Pertama suatu teori hukum ndak dapat ditujukan sntak menghasilkan

'suatu konsep tunggal yang bersifat unmiversal mengenai peta hukum

(map of law); banyak yang dapat dihasilkan tergantung dari yang menyusun
peta hukum tersebut. Harapannya adalah suatu saat dapat dibangun

satu teori yang terintegrasi dengan perluasan wawasan tentang perbedaan

'pandancan yang diakui dan sah.

- Kedua, landasan kekuasaan yang berasal dari teori hukum normatif
melekat karakteristik kontroversial; di satu sisi bersifat mistis dan di
sisi lain berada di Iuar jangkauan hukum di mana para ahli hukumpun
tidak dapat memahaminya.

Ketiga, persoalan mengenai hukum sebagai satu kesatuan yang sistemik
dan terstrukiur, perlu direnungkan kembali. Bagi para ahli hukum, doktrin
hukum memerlokan sesuatu yang melembaga dan terstruktur: dan
seharasnya teori hukum normatif telah direncanakan dan dirasionalisasikan
unfuk menemukan hal ini;

Keempat, mengenai penafsiran“hukum, diperlukan”pendalaman
mengenai komunitas penafsiran: bagaimana mereka bekerja dan bagaimana
kekuasaan memberikan suatu penafsiran yang mengikat sebagai hukum.

Kelima, selama kesusilaan membayangi (terus) hukum maka selama
itu hubungan antara hukum dan kesusilaan tetap tidak jelas. Hukum
kontemporer digambarkan aliran postmodernisme adalah, “kering etika”,
dan kesusilaan yang ada hanya ciptaan hukum semata-mata. Makna
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'-"j-:."‘kesusﬂmn (melekat) pada hukum” saat ind tampak sangat bermasalah - -

i ,'sehmgtm diperlukan klarifikasi tentang makna yang senyatanya dalam
~konteks-isu etika yang muncul dalam_bubungan antara-manusia dan

- dalam kerangka kesusilaan yang ter§edia untuk mengakomodasi kehidupan
F imasyaiakat masa km;

Ltma solu31 yang ci;.tawmkan Cotterrell di atas menvcambarkan di

sat_u sisi. p_emlknan,teon Hhukum normatif masih tetap relevan dalam

;:kéhidupan masyarakat masa kini dan di sisi lain pemikiran tersebut
“masih menguasai kebijakan hukum baik di Amerika Serikat dan negara

S Uni Empa kecuah di kalangan akademisi hukum, Namun demikian,

postmodermsme sebagai suatu aliran baru yang mencerminkan kondisi
:'budaya barat masa kini hilang kepercayaan (loss of faith) terhadap

- semua keadaan yanz. terjadi dalam masyarakat. Kondisi budaya barat

- masa Mm tersebut memunculkqn pertanyaan Cotterrell, bagaimana mungkin
meiekonstruksx teori hukum normatif dalam lingkaran kritik kontempor
~ dari aliran postmodermsme vaitu aliran anti-foundationalism, yang
" menentang standar hukum berbasis kekuasaan? Kritik aliran ini mendorong
agar teori hukum normatif menjadi suatu studi sistematis mengenai
" -kemasyarakatan dan pada saat yang sama aliran ini tidak mengakui
konsep-konsep, kedanlatan (severeignty), “rule of recogunition” (Hart
. -dan Dworkin) atan “grundnorst’ (basic norm) dari Hans Kelsemn.

- Pandangan post-modernisme yang menjadi sumber teori chaotisme
hukum dan pandangan tentang “Hukum yang Tidak Beraturan”, sulit
digunakarn sebagat landasan pemikiran bagi penyusunan atau pembaharuan
politik hukom di Indonesia. Sekalipun sistem ketatanegaraan Indonesia
pasca reformasi tidak mengenal lagi Garis-garis Besar Haluan Negara
mengenal Kebijaksanaan di bidang hukum, namun substansi bidang hukum
di dalam GBHN masih relevan dalam konteks pembahasan di atas.

Di dalam GBHN tersebut ditegaskan dua hal yang bersifat strategis,
yaitu, pertama, pembinaan hwkum haris mampu mengarahkan dan
menampung kebutuhan-kebutuhan hukunvsesual dengaikesadaran hikim
rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat
kemajuan pembangunan di segala bidang; dan kedua, diperlukan ketertiban
dan kepastian hikum sebagal prasarana yang ditujukan ke arah peningkatan
pembinaan Kesatuan Bangsa yang mendukung perkembangan modernisasi.
Tiga kata kunci dalam politik hukum nasional di atas (kesadaran hukum
masyarakat, ketertiban dan kepastian hukum, dan pembinaan kesatuan
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5 ".bangscz), ndak cocok dlbaﬁgﬁi} c:h dalam Is.eranvka pemllqran teom hukum :

_ j--;-3postmodermsme karena karakeristik Pancasila sebagai sumber hukum "

sekaligus filsafat barzﬂsa Indonesia. bertentanoan secara dlametial den gan
g _pandangan I\aum postmodemzsme

Bettahan denoan hal di atas pex lu dxtecraslxan babwa ketwa hah;;kat :
o ;_"; keadllén mempalx.an condzno sme gua non bagi pembangunan nasmnal :
o *bukan sebahknya cixpandanc wbaval condmo qum qua non. -

5 Model hukum mtegratxf membentuk suatu banounan p1ram1da smtem
i 'hu}cum 'yano berbeda secara mendasar dati pandangan teori chaotic dan
f:dlsordel tentang hukum Di dalam bangungan piramida sistem hukum

te1bentuk 1ela51 1ntemksmms dan hirarkhis antara ketiga elemen vaitu,
~sistem nilai, sistem norma dan sistem pefilaku dalam satu kesatuan
'.'__51stem sosial. Model hukum mtealatlf menentang teori konflik dan

: menguatkan pem11\.1ran_ bahwa, teori musyawamh dan mufakat” atan

' “teori dialog dua arah” merupakan kata kunci keberhasilan memerankan

'funam hukum scbagai sarana pembaharuan masyarakat.

Model hukum integratif memberikan alternatif solusi dari persoalan
-~ hukem dalam masyarakat dan tidak sepakat dengan teori chaotic hukum
dan hukum tidak beraturan yang selalu menempatkan kepentingan
- masyarakat dan negara berada dalam posisi berhadap-hadapan, dan
tidak beldampmoan P1m51p hukum model hukum integratif memperkuat

. kedaulatan hukum RI sebagai Negara Kesatuan RI.

Di'dalam pembangunan nasional, termasuk pembentukan hukum

- dan penegakan hukum, model hukum integratif tidak hanya menegnhkan

“bagaimana seharasnya hukem berperanan, melainkan juga dapat digunakan

sebagai parameter: (1) untuk menilai persatuan dan kesatuan bangsa

dalam wadah NKRT;(2) penegakan hukum sesuai dengan jiwa banesa;

(3) harmonisasi hukum internasional menjadi bagian dari sistem hukum
nasional.

Dari sudut kepentingan pembangunan hukum Indonesia menghadapi
tantangan global baik dalam bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan
maupun tantangan dan ancaman giobalisasi sebagai efek samping globalisasi
ekonomi dunia; model Hulkum Integratif dapat menciptakan ruang gerak
yang fleksibel di dalam menyusun analisis sistematis, historis-sosiologis
dan komparatif mengenai bentuk, susunan dan substansi sistem hukum
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g dan mic,masmmi di masa yang akan datang.

R :"I":eh_'di.dikan Model Hukum Integratif diharapkan dapat, (1) melahirkan o
. generasi intelektual dan praktisi hukum Indonesia yang cerdas, cerdik - -

. dan memiliki integrasi yang kuat dan secara objektif mampu melihat-

- masalal hukum sebagai fenomena sosial; (2) melahirkan generasi intelektual
dan praktisi hukum yang mampu menempatkan hukum sebagai sistem
perilaku yang patut dihormati, diperkuat oleh sistem nilai yang berakar -

* pada jiwa bangsa schingga dapat dijadikan suri tauladan sekatipun terjadi
peralihan satu generasi ke generasi bangsa ini; (3) melahirkan generasi
intelektual dan praktisi hukum yang mampu melihat secara objektif dan

- tidak apriori apalagi berprasangka, bahwa hukum adalah suatu sistern
norma yang dilahitkan dan dipandang sempurna, tanpa cacat.

Dampak Model Hukum Integratif terhadap bidang pendidikan hukam
sangat nyata karena paradigma yang dibangun adalah menciptakan hukum
bukan hanya sebagai media membangun kecerdasan dan kematangan
intelektual semata-mata melainkan juga membangun kemanusiaan yang
pedudi terhadap masalah ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan
kerentanan sosial bangsa indonesia.

Model kurikulam pendidikan hukum yang cocok dengan madel hukum
integratif adalah yang dapat menghasilkan lulusan, siap menghadapi
tantangan di masa mendatang, dengan muatan: 5G% memuat penguatan
penghayatan Pancasila sebagai ideologi dan filsafat hidup bangsa lndonesia;
pendidikan agama dan ilmu-ilmu sosial; dan"50% muatan karakteristik,
asas-asas dan kaidah hukum dan filsafat hukwm/teori hukum dilengkapi
dengan “legal problem solving” atas dasar metoda studi kasus.
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: -nasmnal d1 daidm menOhadapz dan menoammpas; peﬂxembmmn nauoaa}.- s

Ry Model Fukum Intevmtif meyakinkan generasi intelektualdan praktisi -~
hukum bahwa, keluasan danedalaman sistem hukum nasional hanya
. dapat dinkur dari keterwakllannyd di dalam mengapresiasi, mengakseptast . '_
o dan menganahsm perkembangan fenomena sosial dalam masyarakat dan P
~hubungan saling pengaruh fungsi dan peranan hukum dengan

" perkembangail aspek sosial, politik, ekonomi dan icknologi, baik pada_';'_-f_:._'

~- " level nasiopal maupun internasional. o .
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